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KATA PENGANTAR 

         

Bismillahirrahmanirrahim.  

Alhamdulillahirabbil’alamin, Penulis ucapkan atas segala karunia, nikmat, 

dan rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sehingga usaha 

penalaran dan penelitian hukum yang berupa sebuah karya penelitian “Skripsi 

Hukum” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi yang berjudul 

“Pencabutan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Perspektif Keadilan” ini merupakan 

penelitian yang membahas proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk kepentingan umum guna mensejahterakan rakyatnya, terlebih 

dalam pencabutan hak atas tanah ini permasalahan pokoknya pada ganti rugi. 

Ganti rugi yang diberikan harus memenuhi rasa adil. Penulis melakukan penalaran 

dan penelitian yang komprehensif, yang pada akhirnya Penulis berusaha untuk 

menemukan titik terang sebuah permasalahan hukum mengenai keideal-an 

pencabutan hak atas tanah yang memenuhi rasa adil itu yang seperti apa.  

Tidak hanya itu, selain sebagai Tugas Akhir yang wajib ditempuh oleh 

Penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Narotama Surabaya, maka skripsi ini juga menjadi suatu penalaran dan penelitian 

hukum yang disesuaikan dengan minat dan ketertarikan Penulis atas penyelesaian 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan. Semoga dengan 

adanya skripsi ini dapat memberikan nilai positif dan kebermanfaatan yang dapat 

dijadikan pijakan pemikiran dalam usaha penelitian hukum di masa akan datang.  
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ABSTRAK 

Advokat merupakan suatu profesi hukum yang memberikan jasa hukum baik di 

luar maupun di dalam pengadilan, Dalam menjalankan profesi dan tugasnya 

Advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab, bebas 

dalam menjaga rahasia hubungan dengan klien termasuk dalam perlindungan 

penyitaan dan pemeriksaan terhadap berkas atau dokumen, serta tehadap 

penyadapan atas alat komunikasi Advokat. Penyadapan merupakan salah satu 

kewenangan KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan 

penyidikan selain dari kewenangan – kewenangan lain yang dimiliki oleh 

KPKPenasihat hukum/Advokat sendiri dalam menjalankan tugasnya memiliki hak 

– hak perlindungan terhadap kemadiriannya dan kebasannya seperti yang telah 

disampaikan diatas sedangkan penyidik KPK juga memiliki kewenangan – 

kewenangan yang diberikan oleh negara untuk dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya dalam menangani pidana Korupsi salah satunya adalah penyadapan 

yang dapat digunakan untuk mengumpulkan alat bukti, sedangkan Advokat 

sendiri Undang – Undang Advokat menyatakan bahwa advokat mendapatkan 

perlindungan dari penyadapan, sedangkan dalam undang – undang Komisi 

Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk 

melakukan penyadapan, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Apa fungsi penyadapan dan rekaman dalam tindak pidana korupsi ? dan Apa 

bentuk perlindungan hukum terhadap Advokat dari penyadapan dalam menangani 

kasus pidana Korupsi ? 

Kata Kunci : Penyadapan, Alat Komunikasi Advokat, Alat Bukti Pidana, 

Perlindungan Hukum Advokat 
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ABSTRACT 

Advocate is a legal profession that provides legal services both outside and inside 

the court. In carrying out its profession and duties, an advocate is a profession that 

is free, independent and responsible, free to maintain the confidentiality of 

relationships with clients, including in the protection of confiscation and 

examination of files or documents. and against wiretapping on Advocates' 

communication tools. Wiretapping is one of the authorities of the KPK in carrying 

out its duties in investigations and investigations apart from other authorities 

owned by the KPK. - the authority given by the state to be able to carry out its 

duties and functions in dealing with criminal corruption, one of which is 

wiretapping which can be used to collect evidence, while the Advocates 

themselves stipulate that advocates get protection from wiretapping, while in the 

Law on the Eradication Commission Corruption states that the KPK has the 

authority to conduct wiretapping, so the formulation of the problem in this study 

is What is the function of wiretapping and recording in corruption crimes? and 

What is the form of legal protection for advocates from wiretapping in handling 

corruption cases? 

Keywords: Wiretapping, Advocate Communication Tools, Criminal Evidence, 

Legal Protection Advocates 
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